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BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

10.

2

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor
12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
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adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sekretariat Dinas/Badan adalah Sekretariat pada Dinas Daerah/Badan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang adalah Sub Bagian, Seksi dan Sub
Bidang pada Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Angka
Kredit pada Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
sebagai berikut:

a.

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;
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Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan
Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
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dd.

€e.

ff.

g8-

hh.

Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Kecamatan Amuntai Tengah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Kelurahan Kebun Sari sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Kelurahan Murung Sari sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Kelurahan Antasari sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Kelurahan Paliwara sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Kelurahan Sungai Malang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Kecamatan Amuntai Utara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Kecamatan Amuntai Selatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagan susunan organisasi Kecamatan Banjang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;
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ii. Bagan susunan organisasi Kecamatan Haur Gading sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

jj- Bagan susunan organisasi Kecamatan Sungai Pandan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

kk. Bagan susunan organisasi Kecamatan Sungai Tabukan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

1. Bagan susunan organisasi Kecamatan Babirik sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

mm.Bagan susunan organisasi Kecamatan Danau Panggang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

nn. Bagan susunan organisasi Kecamatan Paminggir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di
lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta
dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

(1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing
dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut

dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah lebih
lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB IV
JABATAN ESELON

Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala
Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(3) Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta
Camat merupakan jabatan struktural eselon Illa atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah serta Sekretaris
Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan
Administrator.

(5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas Daerah dan
Kepala Sub Bidang pada Badan Daerah, Kepala UPT pada Dinas Daerah dan
Badan Daerah Kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan
jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

(6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kelas
B, Kepala Sub Bagian pada UPT Dinas Daerah dan Badan Kelas A, Kepala
Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada
Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai
susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam:

a. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 35);
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Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 36);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 38);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2016 Nomor 39);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 40);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 41 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 41);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2016 Nomor 42);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2016 Nomor 44);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2016 Nomor 45);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kabakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 46);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 47);
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m. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 48 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 48);

n. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 49 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016
Nomor 49);

o. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 50);

p. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 51);

q. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 52);

r. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai
Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 53);

s. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 54);

t. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 55 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 55);

u. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016
Nomor 56);

v. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 57);

w. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 58 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2016 Nomor 58);

PERBUP HSU TAHUN 2017 NO.52
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Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2016 Nomor 59);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2016 Nomor 60);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016
Nomor 61);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 62 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai
Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 62);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016
Nomor 63);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 64 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 64);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 65 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai
Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 65);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 66 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai
Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 66);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 67 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016
Nomor 67);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 68 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 68);

Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016
Nomor 69);

PERBUP HSU TAHUN 2017 NO.52
TTG SOTK PERANGKAT DAERAH



11

ff. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 70 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 70);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2017
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
H.ABDUL WAHID HK
Diundangkan di Amuntai

pada tanggal 27 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD
H SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 53.

TS=="NIP. 19660170 198602 1003

PERBUP HSU TAHUN 2017 NO.52
TTG SOTK PERANGKAT DAERAH



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
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LAMPIRAN I

BUPATI

WAKIL BUPATI

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

STAF AHLI BUPATI

. BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM

. BIDANG PEMBANGUNAN,

DAN POLITIK.

KEMASYARAKATAN DAN SDM
. BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

ASISTEN

PEMERINTAHAN DAN KESRA

BAGIAN
PEMERINTAHAN

BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN
HUMAS DAN
PROTOKOL

]

]

]

SUB BAGIAN
FASILITASI LEMBAGA SUB BAGIAN || SUB BAGIAN
DAN INSTANSI - KEAGAMAAN TATA USAHA
PEMERINTAH PIMPINAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
1 OTONOMI DAERAH | BUDAYA — PROTOKOL
BF;E;,’T_??EH SUB BAGIAN SUB BAGIAN
] ] SOSIAL — DOKUMENTASI DAN
PUBLIKASI

ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN

ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN BAGIAN
PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA ALAM
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
| PERTANIAN, || PEMBINAAN KEBIJAKAN
PERIKANAN DAN PEMBANGUNAN
PANGAN
SUB BAGIAN
B BAGIA
PERINDUSTRIAN, VSQF,KA(S}. DPAN
— PERDAGANGAN, ] PELAPORAN
KOPERASI DAN UKM, PEMBANGUNAN
BUMD/BUMN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
| PENANAMAN |  MONITORING
T&(L%%}?EARNJA DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PENGADAAN BARANG UMUM ORGANISASI HUKUM
DAN JASA
SUB BAGIAN
PELAKSANAAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
] PENGADAAN T PERLENGKAPAN ]  KELEMBAGAAN ]  PERUNDANG -
BARANG/JASA DAN RUMAH DAN ANJAB UNDANGAN
TANGGA
SUB BAGIAN
PENGELOLAAN SISTEM SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
INFORMAS| PENGADAAN [ | KEUANGAN DAN 1 TATALAKSANADAN |[— PENYULUHAN,
BARANG /JASA KEPEGAWAIAN PELAYANAN PUBLIK BANTUAN HUKUM,
DAN HAM
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
ADM. UMUM DAN AKUNTABILITAS SUB BAGIAN
— TATA USAHA — KINERJA & —]  DOKUMENTASI
STAF AHLI REFORMASI HUKUM
BIROKRASI

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DPRD
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

BUPATI
WAKIL BUPATI

SEKRETARIAT DPRD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN

BAGIAN BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN
PENGAWASAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN

SUB BAGIAN
UMUM

PERUNDANG-UNDANGAN FASILITASI PENGANGGARAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN

RISALAH DAN PUBLIKASI FASILITASI PENGAWASAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PENDIDIKAN
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

BUPATI
WAKIL BUPATI
KEPALA
i
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA TATA USAHA KEUANGAN & ASET
BIDANG
BIDANG
PEMBINAAN PAUD & BIDANG BIDANG
PENDIDIKAN NON FORMAL PEMBINAAN SD PEMBINAAN SMP PEMB'NQQ;'ESS%I’&J ENAGA

]

SEKSI

PRASARANA

]

PAUD DAN SARANA

SEKSI
KURIKULUM
DAN KESISWAAN SD

SEKSI

PENDIDIKAN NON FORMAL

SEKSI
SARANA PRASARANA,
PENGELOLAAN DATA & ASET
SD

]

SEKSI
KURIKULUM
DAN KESISWAAN SMP

SEKSI
SARANA PRASARANA,
PENGELOLAAN DATA & ASET
SMP

UPT

]

SEKSI
ADMINISTRASI GURU &
TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKSI BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
PENGEMBANGAN GURU &
TENAGA KEPENDIDIKAN

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
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LAMPIRAN IV

BUPATI

WAKIL BUPATI

KEPALA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

PEMBINAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEMUDA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA TATA USAHA KEUANGAN & ASET
BIDANG BIDANG BIDANG
KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
SEKSI SEKSI SEKSI

OLAHRAGA PENDIDIKAN,
PRESTASI DAN KELEMBAGAAN

SEKSI
KELEMBAGAAN PEMUDA
DAN PRAMUKA

SEKSI

DESTINASI PARIWISATA
DAN KEMITRAAN

SEKSI

KEMASYARAKATAN OLAHRAGA

PROMOSI PARIWISATA

SEKSI

UPT

KEBUDAYAAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
DINAS KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017
BUPATI
WAKIL BUPATI
KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA KEUANGAN & TATA USAHA
BIDANG BIDANG BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT PENCEGAHAN DAN PELAYANAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT SUMBER DAYA KESEHATAN
SEKSI SEKSI SEKSI
KESEHATAN KELUARGA DAN SURVEILANS DAN IMUNISASI PELAYANAN KESEHATAN
GIZI MASYARAKAT
SEKSI SEKSI SEKSI
PROMOSI DAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEFARMASIAN, ALKES DAN PKRT BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYAKIT MENULAR
CAP/TTD
SEKSI SEKSI PENCEGAHAN DAN SEKSI H. ABDUL WAHID HK
KESEHATAN LINGKUNGAN, PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK UPT SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA
KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MENULAR SERTA KESEHATAN JIWA PRASARANA KESEHATAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
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LAMPIRAN VI

BUPATI

WAKIL BUPATI

KEPALA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN DATA
BIDANG BIDANG

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

REHABILITASI SOSIAL

SEKSI

PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA ALAM & BENCANA SOSIAL

SEKSI
REHABILITASI SOSIAL ANAK, KORBAN
PERDAGANGAN ORANG

SEKSI

JAMINAN SOSIAL KELUARGA

SEKSI
REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS, LANJUT
USIA DAN TUNA SOSIAL

UPT

BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN

SEKSI

POTENSI DAN SUMBER DAYA
KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI
PENGELOLAAN DATA DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN

SEKSI KEPAHLAWANAN,
KESETIAKAWANAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER DANA SOSIAL

SUB BAGIAN
KEUANGAN &TATA USAHA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

BUPATI
WAKIL BUPATI
|
KEPALA
KELOMPOK JABATAN
PUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA KEUANGAN & TATA USAHA
BIDANG BIDANG BIDANG
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KELUARGA
SEKSI SEKSI
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG SEKSI
BIDANG EKONOMI DAN SOSPOLKUM PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
SEKS| SEKS) BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
KUALITAS KELUARGA DAN SISTEM PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG SIPIL, PERLINDSUEI\Il(gLN ANAK
INFORMASI, PARTISIPASI, KESEHATAN
DATA & INFORMASI DASAR DAN KESEJAHTERAAN CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK
SEKSI
DATA KEKERASAN PEREMPUAN DAN
UPT ANAK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

19

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017

BUPATI

WAKIL BUPATI

KEPALA

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
oM OK ok SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA TATA USAHA KEUANGAN & ASET
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK

KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI

KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA

ADVOKASI DAN INFORMASI

SEKSI
PENDIDIKAN DAN
KEPENDUDUKAN

SEKSI
KESERTAAN BER KB DAN
KESEHATAN REPRODUKSI

SEKSI
ANALISA DAMPAK
KEPENDUDUKAN

SEKSI
JAMINAN PELAYANAN KB

SEKSI
KETAHANAN KELUARGA

SEKSI
ADVOKASI,KIE DAN KEMITRAAN

UPT

SEKSI
PEMBERDAYAAN KELUARGA

SEKSI
PELAPORAN & PENGOLAHAN
DATA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017

BUPATI

WAKIL BUPATI

KEPALA

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM
PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

SEKSI
IDENTITAS PENDUDUK

SEKSI
KELAHIRAN, PERUBAHAN, STATUS ANAK,
PEWARGANEGARAAN & KEMATIAN

SEKSI
PINDAH DATANG
DAN PENDATAAN PENDUDUK

SEKSI
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN, KERJA SAMA &
INOVASI PELAYANAN

PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA

UPT

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN X  PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017
BUPATI
WAKIL BUPATI
KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FIINGSINNAL
SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA
BIDANG BIDANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN DESA

PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DESA

SEKSI
PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
MASYARAKAT DESA

SEKSI
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA & USAHA EKONOMI MASYARAKAT
DESA

SEKSI
PEMBANGUNAN DESA

SEKSI PEMANFAATAN DAN
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA

BIDANG
PEMERINTAHAN DESA

SEKSI

PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN
PEMUSYAWARATAN DESA

SEKSI

UPT

ADMINISTRASI WILAYAH, KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DESA

SUB BAGIAN
KEUANGAN & TATA USAHA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
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LAMPIRAN XI

BUPATI

WAKIL BUPATI

KEPALA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA TATA USAHA KEUANGAN & ASET
BIDANG BIDANG BIDANG

PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

KETERTIBAN UMUM DAN

KETENTERAMAN MASYARAKAT

PERLINDUNGAN MASYARAKAT &

PEMADAM KEBAKARAN

PENYULUHAN PERDA

SEKSI
PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN

DAFRAH
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBINAAN, PENGAWASAN OPERASIONAL, PENGENDALIAN SATUAN PERLINDUNGAN
DAN DAN KERJASAMA MASYARAKAT, BINA POTENSI

DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

SEKSI
PENGAMANAN DAN
PENGAWALAN

SEKSI
PENCEGAHAN, PEMULIHAN,
PENANGANAN DAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
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LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

BUPATI

WAKIL

BUPATI

KEPALA

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
KEUANGAN & TATA USAHA

BIDANG
PENANAMAN MODAL

SEKSI PERENCANAAN,
PENGOLAHAN DATA & SISTEM
INFORMASI PENANAMAN MODAL

SEKSI
PENGEMBANGAN & PROMOSI
PENANAMAN MODAL

SEKSI
MONITORING & EVALUASI
PENANAMAN MODAL

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA
BIDANG BIDANG
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENAGA KERJA
SEKSI
PELAYANAN SEKSI

PERLUASAN KERJA DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA

UPT

SEKSI
KEBIJAKAN, PELAPORAN DAN
EVALUASI

SEKSI
PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

SEKSI PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

LAMPIRAN XIII =~ PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017

UPT

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BUPATI TANGGAL 27 DESEMBER 2017
WAKIL BUPATI
KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA KEUANGAN & TATA USAHA
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN PERLINDUNGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
SEKSI SEKSI SEKSI PEMBERDAYAAN, SEKSI
INDUSTRI AGRO, KEMETROLOGIAN DAN PERLINDUNGAN, PENGAWASAN PEMBERDAYAAN &
KIMIA & TEKSTIL PENGAWASAN PERDAGANGAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PENGEMBANGAN
SEKSI BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
SEKSI INDUSTRI LOGAM, SEKS| SEKSI
MESIN ELEKTRONIKA DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN FASILITASI USP/KSP, MONITORING, EVALUASI & CAP/TTD
ALAT TRANSPORTASI & ANEKA & PERLINDUNGAN KONSUMEN PELAPORAN
H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

25

BUPATI

WAKIL BUPATI

KEPALA

LAMPIRAN XIV  PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

SUB BAGIAN
KEUANGAN & ASET

UPT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA TATA USAHA
BIDANG BIDANG BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK E- GOVERMENT STATISTIK & PERSANDIAN
SEKSI SEKSI SEKSI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK INFRASTRUKTUR JARINGAN PENGELOLAAN DATA STATISTIK
SEKSI
PELAYANAN KOMUNIKASI SEKSI SEKSI
PUBLIK E- GOVERMENT PERSANDIAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

DAN PERTANAHAN

26

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

SUB BAGIAN
KEUANGAN & ASET

BUPATI
WAKIL BUPATI
KEPALA
|
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA TATA USAHA
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
SUMBER DAYA AIR BINA MARGA JASA KONSTRUKSI CIPTA KARYA PERTANAHAN & TATA RUANG

|

SEKSI

|

PEMBANGUNAN &
PENINGKATAN PENGAIRAN

SEKSI

SEKSI
PEMBANGUNAN &
PEMELIHARAAN JALAN

]

SEKSI

REHABILITASI &
PEMELIHARAAN PENGAIRAIN

SEKSI
PEMBANGUNAN &
PEMELIHARAAN JEMBATAN &
ALKAL

PENGATURAN DAN
PFMRFRNAYAAN

]

SEKSI

PENGAWASAN

SEKSI
BANGUNAN DAN GEDUNG

]

SEKSI

UPT

SEKSI
PRASARANA AIR BERSIH &
PENYEHATAN LINGKUNGAN

TATA RUANG

SEKSI

PERTANAHAN & TOPONIMI

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

BUPATI
WAKIL BUPATI

KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA KEUANGAN & TATA USAHA
BIDANG BIDANG
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN LALU LINTAS ANGKUTAN
SUNGAI DAN DANAU
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
SEKSI SEKSI
ANGKUTAN DAN TERMINAL ANGKUTAN DAN KEPELABUHANAN
CAP/TTD
H. ABDUL WAHID HK

SEKSI SEKSI

KESELAMATAN LALU LINTAS

KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN SUNGAI DAN DANAU

UPT
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017

DAN LINGKUNGAN HIDUP BUPATI TANGGAL 27 DESEMBER 2017
WAKIL BUPATI
KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FONGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN KEUANGAN & ASET
PROGRAM & DATA TATA USAHA
BIDANG BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN KEBRSIHAN & PENATAAN PENGAWASAN DAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PENINGKATAN KAPASITAS PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP PERMUKIMAN
LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI SEKSI
PENGELOLAAN KEBRSIHAN SEKSI PERUMAHAN DAN KAWASAN
TATA LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SEKSI SEKSI SEKSI

PENINGKATAN KAPASITAS LH

PENGAWASAN & PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP

UPT

UTILITAS UMUM

PRASARANA, SARANA &

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN

BUPATI

WAKIL BUPATI

KEPALA

29

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA KEUANGAN & TATA USAHA

BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI
KETERSEDIAAN PANGAN

SEKSI
DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI
KERAWANAN PANGAN

UPT

|

BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

|

SEKSI
KONSUMSI PANGAN

SEKSI
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
PANGAN
CAP/TTD
SEKSI
KEAMANAN PANGAN H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

30

LAMPIRAN XIX

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

DINAS PERTANIAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017
WAKIL BUPATI
KEPALA
|
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

PROGRAM & DATA TATA USAHA KEUANGAN & ASET
BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN BIDANG BIDANG
PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT PETERNAKAN PENYULUHAN PERTANIAN
PERTANIAN HORTIKULTURA VETERINER

]

]

]

]

SEKSI
LAHAN DAN IRIGASI

SEKSI

PRODUKSI TANAMAN
PANGAN

SEKSI

PRODUKSI PERKEBUNAN

]

SEKSI
PENGAMATAN, PENCEGAHAN &
PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI
PRODUKSI PETERNAKAN

SEKSI
PUPUK, PESTISIDA, ALAT &
MESIN PERTANIAN,
PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

SEKSI PERBENIHAN

DAN PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN

SEKSI

PRODUKSI HORTIKULTURA

SEKSI PENGOLAHAN

DAN PEMASARAN HASIL

TANAMAN PANGAN

HEWAN
N SEKSI PERBIBITAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER DAN PAKAN TERNAK

SEKSI PENGOLAH DAN
PEMASARAN HASIL
PETERNAKAN

UPT

]

SEKSI

KELEMBAGAAN PENYULUHAN
PERTANIAN

SEKSI
KETENAGAAN PENYULUHAN

PERTANIAN

SEKSI

METODE DAN INFORMASI

PENYULUHAN PERTANIAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



31

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

BUPATI

WAKIL BUPATI

KEPALA

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA KEUANGAN & TATA USAHA
BIDANG
BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGENDALIAN
PERIKANAN TANGKAP USAHA PERIKANAN BUDIDAYA PERIKANAN
SEKSI SEKSI SEKSI
TEKNOLOGI PERIKANAN DAN SARANA PRASARANA KAWASAN, KESEHATAN IKAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
KENELAYANAN USAHA PERIKANAN DAN LINGKUNGAN
CAP/TTD
SEKS| CELEMBAGAAT DAN PERIZINAN SEKSI H. ABDUL WAHID HK
PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN MANAJEMEN BUDIDAYA
PERIKANAN
UPT
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

BUPATI
WAKIL BUPATI

KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA KEUANGAN & TATA USAHA
BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG BIDANG

DAN PELESTARIAN BAHAN
PERPUSTAKAAN

PERPUSTAKAAN DAN
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN
MEMBACA

|

|

SEKSI PENGEMBANGAN KOLEKSI,

PENGOLAHAN & PELESTARIAN
BAHAN PERPUSTAKAAN

PENGELOLAAN ARSIP

PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN KEARSIPAN

SEKSI PEMBINAAN &

SEKSI

LAYANAN, OTOMASI DAN
KERJASAMA PERPUSTAKAAN

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
TENAGA PERPUSTAKAAN

SEKSI PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS, LAYANAN DAN
PEMANFAATAN ARSIP STATIS

SEKSI
PEMBINAAN PERANGKAT DAERAH
PERUSAHAAN, ORMAS/ORPOL,
DESA/ KELURAHAN

SEKSI

PEMBUDAYAAN GEMAR
MEMBACA

SEKSI AKUISISI,
PENGOLAHAN ARSIP STATIS
DAN PRESERVASI ARSIP

SEKSI
PENGAWASAN KEARSIPAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
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LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

WAKIL BUPATI

KEPALA

NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA TATA USAHA KEUANGAN DAN ASET
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

SOSIAL, BUDAYA DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM
DAN INFRASTRUKTUR

EVALUASI DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUB BIDANG
PENDIDIKAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

SUB BIDANG
PEMERINTAHAN

|

|

SUB BIDANG

PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG
ANALISIS PENDANAAN

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN EKONOMI

SUB BIDANG
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SUB BIDANG

INFRASTRUKTUR

SUB BIDANG
INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH

SUB BIDANG

SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SUB BIDANG
INOVASI DAN TEKNOLOGI H. ABDUL WAHID HK
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LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUPATI
WAKIL BUPATI
|
KEPALA
|
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA TATA USAHA KEUANGAN & ASET
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG
ANGGARAN AKUNTANSI PERBENDAHARAAN ASET
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG SUB BIDANG BELALA L AROSUNG PERENCANAAN DAN
PERENCANAAN PEMBUKUAN PENGAMANAN ASET
ANGGARAN
SUB BIDANG BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN DAN
SUB BIDANG SUB BIDANG PENGELOLA KAS INVENTARISASI ASET CAP/TTD
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN /
EVALUASI ANGGARAN
SUB BIDANG H. ABDUL WAHID HK
SUB BIDANG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
DAN PEMBIAYAAN PENGHAPUSAN ASET
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017
BUPATI
WAKIL BUPATI
I
KEPALA
|
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA TATA USAHA KEUANGAN & ASET
BIDANG BIDANG BIDANG
PAJAK DAN RETRIBUSI PELAPORAN DAN EVALUASI PBB-P2 DAN BPHTB
DAERAH
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENDATAAN DAN PEMBUKUAN DAN PENGOLAH DATA DAN
PENDAFTARAN PELAPORAN PENILAIAN PBB-P2 DAN BPHTB
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG PELAYANAN
PERHITUNGAN, PENETAPAN & LEGALISASI DAN EVALUASI DAN KEBERATAN PBB-P2 CAP/TTD
KEBERATAN BARANG BERHARGA DAN BPHTB
H. ABDUL WAHID HK
SUB BIDANG PENAGIHAN &
ANGSURAN PAJAK SUB BIDANG SUB BIDANG
DAN RETRIBUSI & SUMBER AKUNTANSI PENAGIHAN PBB-P2
PENERIMAAN LAIN-LAIN UPT DAN BPHTB




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

36

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

BUPATI

WAKIL BUPATI

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA
BIDANG BIDANG
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN MUTASI, PROMOSI DAN

DAN INFORMASI PENGEMBANGAN KARIER
SUB BIDANG SUB BIDANG

DATA, INFORMASI DAN MUTASI DAN PROMOSI

PENGADAAN PEGAWAI
SUB BIDANG SUB BIDANG
DISIPLIN, PEMBERHENTIAN PENGEMBANGAN KARIER DAN

DAN PENSIUN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUB BIDANG

FASILITASI PROFESI ASN

|

BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

|

SUB BIDANG

DIKLATPIM DAN TUGAS BELAJAR

SUB BIDANG

DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

KEUANGAN & TATA USAHA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

37

LAMPIRAN XXVI

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

NOMOR 52 TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA

SUB BAGIAN
KEUANGAN & TATA USAHA

SEKSI

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA

SEKSI KETENTERAMAN,
KETERTIBAN DAN PENDAPATAN

SEKSI PELAYANAN,
PEREKONOMIAN, DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

KELURAHAN

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN KEBUN SARI

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

KELURAHAN

38

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI

PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN

SEKRETARIAT

SEKSI
PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN

LINGKUNGAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN MURUNG SARI

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

KELURAHAN
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LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI

PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN

SEKRETARIAT

SEKSI
PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN

LINGKUNGAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN ANTASARI

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

KELURAHAN

40

LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SEKSI

PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN

SEKSI
PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

LINGKUNGAN

H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN PALIWARA

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

KELURAHAN

41

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SEKSI

PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN

SEKSI
PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

LINGKUNGAN

H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN SUNGAI MALANG

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

KELURAHAN

42

LAMPIRAN XXXI

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI

PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN

SEKRETARIAT

SEKSI
PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN

LINGKUNGAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN AMUNTAI UTARA

43

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

LAMPIRAN XXXII

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA

SUB BAGIAN
KEUANGAN & TATA USAHA

SEKSI

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI

KETENTERAMAN, KETERTIBAN

DAN PENDAPATAN

PELAYANAN, PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI

DESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

44

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

LAMPIRAN XXXIII

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA

SUB BAGIAN
KEUANGAN & TATA USAHA

SEKSI

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI

KETENTERAMAN, KETERTIBAN

DAN PENDAPATAN

PELAYANAN, PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI

DESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN BANJANG

45

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

LAMPIRAN XXXIV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA

SUB BAGIAN
KEUANGAN & TATA USAHA

SEKSI

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI

KETENTERAMAN, KETERTIBAN

DAN PENDAPATAN

PELAYANAN, PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI

DESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN HAUR GADING

46

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

LAMPIRAN XXXV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA

SUB BAGIAN
KEUANGAN & TATA USAHA

SEKSI

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI

KETENTERAMAN, KETERTIBAN

DAN PENDAPATAN

PELAYANAN, PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI

DESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN SUNGAI PANDAN

47

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

LAMPIRAN XXXVI

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA

SUB BAGIAN
KEUANGAN & TATA USAHA

SEKSI

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI

KETENTERAMAN, KETERTIBAN

DAN PENDAPATAN

PELAYANAN, PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI

DESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

48

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

LAMPIRAN XXXVII

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA

SUB BAGIAN
KEUANGAN & TATA USAHA

SEKSI

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI

KETENTERAMAN, KETERTIBAN

DAN PENDAPATAN

PELAYANAN, PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI

DESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN BABIRIK

49

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

LAMPIRAN XXXVIII

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA

SUB BAGIAN
KEUANGAN & TATA USAHA

SEKSI

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI

KETENTERAMAN, KETERTIBAN

DAN PENDAPATAN

PELAYANAN, PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI

DESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DANAU PANGGANG

50

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

LAMPIRAN XXIX

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA

SUB BAGIAN
KEUANGAN & TATA USAHA

SEKSI

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI

KETENTERAMAN, KETERTIBAN

DAN PENDAPATAN

PELAYANAN, PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI

DESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN PAMINGGIR

51

BUPATI

WAKIL BUPATI

KECAMATAN

LAMPIRAN XL

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM & DATA

SUB BAGIAN
KEUANGAN & TATA USAHA

SEKSI

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI

KETENTERAMAN, KETERTIBAN

DAN PENDAPATAN

DESA

PELAYANAN, PEREKONOMIAN
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK




